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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang terus berlanjut telah membawa berbagai
dampak konstruktif dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Media sosial, sebagai
salah satu produk teknologi, berperan signifikan dalam membentuk opini publik
melalui informasi yang diakses secara rutin oleh khalayak. Beberapa kontribusi
positif platform digital ini antara lain, mempertahankan ikatan silaturahmi dengan
keluarga dan kerabat yang tinggal berjauhan, berfungsi sebagai sarana
pembelajaran dan pengajaran yang efektif, memperluas jejaring pertemanan dan
relasi sosial, menjadi wahana pengembangan kompetensi dan keterampilan diri,
berperan sebagai alat komunikasi yang efisien dan terjangkau, menjadi media

promosi yang strategis dalam mengembangkan usaha, dan masih banyak lagi.!

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan kegiatan masyarakat
di dunia maya, termasuk dalam hal penggunaan media sosial, transaksi secara
digital, dan penyimpanan data pribadi secara online. Kegiatan tersebut
menciptakan peluang bagi kejahatan siber seperti peretasan akun, pencurian
informasi, dan penipuan online. Penelitian normatif yang dilakukan oleh David
Tendean dan William Susanto menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi
meningkatkan risiko pelanggaran terhadap data pribadi, serta menunjukkan bahwa

pentingnya perlindungan hukum terhadap data untuk mengurangi kejahatan siber.>

Berkembangnya teknologi pada saat ini bukan hanya menimbulkan
dampak positif bagi kehidupan, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif
seperti kejahatan baru yaitu kejahatan dunia maya atau bisa dikenal sebagai
cybercrime. Hadirnya internet sebagai sarana komunikasi modern menciptakan

sudut pandang baru mengenai perubahan pola interaksi sosial. Tingginya
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pemakaian internet juga dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial yang
serius. Seperti contoh, ketergantungan berlebihan pada perangkat elektronik untuk
berkomunikasi dapat mengurangi bentuk interaksi langsung, sehingga dapat
mengurangi nilai-nilai  hubungan dalam bersosial. Selain itu, maraknya
menunjukkan informai pribadi di media soasial dapat menghilangkan batas antara
ruang publik dan privasi, sehingga data individu yang seharusnya terjaga dan

terlindungi dapat menjadi konsumsi publik.?

Kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah tindakan kriminal yang
dilakukan melalui perangkat digital seperti komputer atau jaringan internet,
dengan tujuan untuk menyerang, menakut-nakuti, mendapatkan keuntungan
finansial, hingga merusak nama baik seseorang. Kejahatan ini terbagi menjadi dua
kategori: pertama, kejahatan yang dibantu oleh komputer (computer assisted)
seperti penipuan keuangan, pencucian uang dan perundungan daring. Sementara
itu, yang kedua kejahatan yang berfokus pada komputer (computer focused)

seperti peretasan (hacking), phising dan deface atau merubah paksa situs web.*

Sejarah cybercrime sendiri bermula dari para mahasiswa MIT melakukan
eksplorasi terhadap jaringan telepon dan sistem komputer, walaupun pada saat itu
para mahasiswa hanya termotivasi untuk pengembangan teknologi. Kemudian
pada tahun 1988 peluang penyalahgunaan teknologi mulai terlihat nyata, seorang
mahasiswa menciptakan virus komputer yang berhasil melumpuhkan 10%
komputer yang terhubung ke internet. Memasuki tahun 1990 muncul gaya baru
penyalahgunaan dimana pelaku kejahatan ini menargertkan berbagai situs web
untuk hiburan maupun keuntungan, dan memunculkan fenomena baru kejahatan

dunia maya atau yang lebih kita kenal dengan nama cybercrime.’
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Fenomena cybercrime telah menjadi permasalahan global yang
mengancam keamanan didital, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia.
Apalagi setelah aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara kovensional kini
telah berubah ke ranah digital melalui berbagai macam perangkat elektronik
seperti smartphone, tablet, laptop dan juga komputer. Tak hanya itu berbagai
layanan juga semakin meningkat mulai dari transaksi perbankan hingga
pengiriman dokumen dan barang dapat diakses dengan mudah melalui gadget.
Kejahatan ini juga semakin beragam seiring dengan meningkatnya penggunaan

layanan digital seperti email dan e-banking.®

Indonesia saat ini menghadapi ancaman cybercrime sangat serius, berbagai
bentuk serangan digital terus berkembang, mulai dari serangan terhadap malware
yang dapat merusak sistem, mencuri data sensitif, hingga mengambil kendali
penuh atas perangkat korban. Selain itu, serangan DoS (Denial of Service) dan
DDoS (Distribused Denial of Sevice) kerap juga mengganggu akses layanan

digital bahkan sampai menyebabkan pemadaman sistem skala besar.’

Kemajuan teknologi di era digital saat ini juga memberikan banyak
manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain dapat menimbulkan peluang
penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pithak yang tidak bertanggung jawab.
Berdasarkan hasil data penelitian yang dilakukan oleh patroli siber yang dilakukan
dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ancaman cybercrime di Indonesia telah
meliputi berbagai aspek seperti: penyebaran berita hoax, pornografi, pembajakan
software, pencurian dan kebocoran data pribadi, pembololan sistem keamanan,
perampokan saldo rekening, dan yang paling parah adalah pencemaran nama

baik.?
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Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan data pribadi semakin
krusial karena masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Ilman Maulana
Kholis dalam studi yang dilakukannya meneliti UU Perlindungan Data Pribadi
(PDP) dan UU ITE dalam sektor perbankan, dan menemukan bahwa walaupun
kerangka hukumnya sudah memadai, kesiapan lembaga dan laporan insiden siber
masih belum optimal.® Selain itu, Puanandini dan tim (2024) menegaskan bahwa
rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menjadi penghalang bagi efektivitas
perlindungan data, serta diperlukan kerjasama antar lembaga untuk memperkuat

sistem perlindungan data yang lebih komprehensif.'°

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya perlindungan masih tergolong
rendah di kalangan masyarakat umum. Hal ini semakin mengkhawatirkan
mengingat tingginya angka pengguna internet yeng tidak sebanding dengan
pemahaman masyarakat tentang keamanan digital. Maraknya penggunaan media
sosial dan platform digital lainnya telah menyebabkan bertumpuknya data pribadi
dalam jumlah yang besar di dunia maya, yang justru meningkatkan kerentanan

terhadap ancaman peretasan dan penyalahgunaan data.!!

Dalam perjalanan sejarah hukum Islam, suatu perbuatan hanya dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi apabila telah ditetapkan
secara spesifik dalam sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip
dasar ini telah diterapkan secara konsisten sejak periode Madinah (sekitar abad

ke-7 Masehi) atau setara dengan 14 abad yang lalu. Sementara itu, dunia Barat
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baru menganut pada abad ke-18 Masehi. Dalam konteks kekinian, prinsip ini

diakui secara universal dan tercermin dalam sistem hukum Indonesia.'?

Dalam perspektif hukum Islam, kejahatan dunia maya dianalisis melalui
kerangka Magasid Al-Syari'ah yang berfokus pada perlindungan lima kebutuhan
dasar manusia (al-daruriyyat al-khamsah). Kelima aspek pokok tersebut meliputi:
perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan
keturunan dan kehormatan (hifz al-nasl), perlindungan harta kekayaan (hifz al-
mal) dan perlindungan akal (hifz al- ‘aql). Aktivitas cybercrime dinilai mengancam
keseluruhan prinsip dasar ini, mulai dari penyebaran konten yang merusak akidah
hingga penipuan yang mengikis kestabilan ekonomi. Dalam sistem hukum Islam,
bahwasanya sanksi bagi pelaku kejahatan siber termasuk dalam kategori ta'zir,
dimana bentuk dan beratnya hukuman ditetapkan melalui proses peradilan yang
mempertimbangkan tingkat kerugian dan dampak yang ditimbulkan. Sanksi
tersebut dapat berupa hukuman penjara, cambuk, pengasingan, atau dalam kasus

yang sangat berat, hukuman mati.'?

Kajian mengenai magqasid al-syari‘ah dalam konteks privasi digital
memiliki korelasi erat dengan tiga prinsip: penjagaan kemaslahatan umum
(maslahah), perlindungan hak-hak individu, dan pencegahan kemudaratan. Dalam
perspektif ini, privasi digital dipandang sebagai bagian lengkap dari perlindungan
martabat manusia, keamanan, dan keadilan nilai-nilai inti yang menjadi pondasi
syariat Islam. Konsep ‘aurah (wilayah privat yang wajib dilindungi), kejujuran
(sidq), serta larangan menciptakan kerusakan (fasdd) menjadi kerangka yang
sesuai dalam merumuskan kebijakan keamanan siber yang selaras dengan nilai-

nilai Islam. Penerapan prinsip keadilan (‘adl) dan kejelasan dalam pengelolaan

12 Meuthia Sari, Abdul Hadi dan Jumanah Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan di
Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 5, No. 1, 2021 hal

52

13 A. Muh Fauzan, Jusri Mudjrimin dan Sulfikar, Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Masyarakat di Indonesia, Bayt Al Hikmah: Jurnal
Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 1, No. 1, 2025, hal 149



data menjadi sarana kunci untuk mencegah penyalahgunaan informasi serta

menjamin perlindungan yang setara bagi individu dan masyarakat.'*

Dalam pandangan agama Islam, cybercrime atau kejahatan
siber hukumnya haram karena pelakunya melakukan tindakan yang merugikan
dan mengambil hak orang lain, seperti mencuri data atau menipu, yang dilarang
oleh Al-Qur'an dan Hadis. Sanksi bagi pelakunya dapat berupa fa’zir (hukuman
yang ditentukan oleh hakim) yang disesuaikan dengan tingkat kemudaratannya,
mulai dari kurungan penjara hingga hukuman yang lebih berat seperti cambuk

atau bahkan hukuman mati."?

Agama islam menyebutkan bahwasannya melarang kejahatan dalam
bentuk apapun terutama seperti mencari-cari kesalahan atau aib orang lain
(Tajassus), cyber crime sendiri meliputi hacking, phising, dan spyware. Di dunisa
siber, ini bisa berarti meretas untuk mencuri data pribadi untuk keuntungan ilegal
dan doxing atau menyebarkan data seseorang. Sebagai firman Allah dalam surah

An-Nahl ayat 105:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah
mencari-cari kesalahan orang lain (Tajassus), dan janganlah menggunjingkan
satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi
Maha Penyayang.”

Ayat ini melarang segala bentuk fajassus (mencari-cari kesalahan atau aib

orang lain). Dalam konteks cybercrime, larangan tersebut mencakup berbagai
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praktik penyelidikan dan pelanggaran privasi digital yang marak terjadi, di mana
pelaku memanfaatkan teknologi untuk mengintai dan mengungkap informasi
rahasia seseorang tanpa hak. Bentuk kejahatan ini bisa berupa hacking (peretasan)
untuk membobol akun pribadi, phising (pengelabuan) untuk mencuri data
sensitif, atau penggunaan spyware (perangkat lunak pengintai) untuk memantau
aktivitas korban secara diam-diam. Semua tindakan tersebut bertentangan dengan
nilai-nilai penghormatan atas privasi dan etika menjaga kehormatan sesama yang
diajarkan dalam Islam. Perbuatan tajassus melalui dunia digital ini termasuk
dalam kategori dosa besar karena tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga
merusak ikatan persaudaraan dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam

masyarakat.

Berdasarkan landasan dalil dan latar belakang di atas, penulis telah
mengidentifikasi tiga hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki relevansi kuat
dalam menganalisis dampak dari cybercrime, khususnya dalam bentuk hacking,

phising, dan spyware.

1. Mencari-cari kesalahan, mengintip data, dan menyebarkan aib adalah bentuk

pelanggaran privasi (fajassus) yang dilarang. (HR. Tirmidzi 2032)

Bls osh 23 M\ Gis Y6 s 23 S5dis (;:5\ s &2 B
&\JFJWJL@ u"u‘@bu‘r‘bu‘@‘u‘ ’”:;wﬂ-\
j vl,w‘c//"/waC})ujA@&JuN‘&l@/ﬂ:@N\y

°
2o -, / ;‘ “0 P £ -~ G-7

;/)35—%335/4};@ ‘é;wjmjfm@)/cﬂ‘%\ojf@b

-

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Aktsam dan Al Jarud
bin Mu'adz keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Al Fadlu bin
Musa, telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Wagqid dari Aufa bin
Dalham dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah & menaiki mimbar
lalu menyeru dengan suara yang lantang, "Wahai sekalian orang yang telah
berlslam dengan lisannya namun keimanan belum tertancap di hatinya,
janganlah kalian menyakiti kaum muslimin dan jangan pula kalian



memperolok mereka, jangan pula kalian menelusuri dan membongkar aib
mereka, maka barang siapa yang menyelidiki aib saudaranya selslam
niscaya Allah akan menyelidiki aibnya dan barang siapa yang aibnya
diselidiki aibnya oleh Allah niscaya Allah akan membongkar aibnya
meskipun di dalam rumahnya sendiri.”’'®

Bentuk manipulasi dan cyber crime yang mengambil hak orang lain (harta,

data, atau kehormatan) termasuk dalam kategori zalim. (Ahmad 5933)

-
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Artinya :"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Daud, telah
menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Abdullah bin
Dinar dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah bersabda, "Kezaliman itu
adalah kegelapan pada hari kiamat."”
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Dampak mengolok-olok, mencela, dan ghibah (Tirmidzi 1977)
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Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al Azdi Al
Bashari, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq dari Isra’il
dari Al A'masy dari Ibrahim dari Algamah dari Abdullah ia berkata,
Rasulullah ¥ bersabda, "Tidaklah termasuk hamba yang mukmin, yaitu

mereka yang selalu mengungkap aib, melaknat, berperangai buruk dan suka
menyakiti.""®

Berdasarkan hadis-hadis diatas yang melarang seorang muslim untuk

melakukan kejahatan siber, larangan tersebut mencakup berbagai aktivitas siber

yang bertujuan untuk menyelidiki dan membongkar hal-hal privat individu tanpa
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izin. Oleh karena itu, penulis terpanggil untuk mengkaji penelitian yang berjudul
“Cyber Crime dalam Perspektif Hadis: Studi Ma‘ani al-Hadis terhadap
Kejahatan Digital” dengan latar belakang masalah seperti yang telah disebutkan.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka

rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan adalah:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang fenomena cybercrime melalui ma ‘ani
al-hadis?

2. Bagaimana pendapat ulama kontemporer tentang fenomena cybercrime saat
ni?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian

dalam menulis skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman fenomena cybercrime dalam persfektif hadis.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama kontemporer tentang fenomena

cybercrime saat ini.

. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat,

setidaknya dalam dua aspek:

1. Teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu dapat meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman pembaca mengenai pengetahuan dan
pemahaman yang mendalam dibidang hadis. Serta diharapkan dapat berguna
sebagai arahan dalam mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW.
2. Praktis
Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan dapat menjadi pedoman

yang layak. khususnya para pembaca supaya menggunakan teknologi dengan



bijak dan benar. Dan juga diharapkan hasilnya nanti akan mengembangkan

penelitian serupa nantinya.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah banyak kajian yang membahas

fenomena cybercrime melalui berbagai bentuk koleksi kepustakaan seperti

skripsi, jurnal dan artikel. Namun demikian, penulis mengamati adanya perbedaan

pandangan terkait permasalahan ini. Diantaranya sebagai berikut:

1.

Skripsi yang berjudul “Cyberbullying dalam Perspektif Hadis” karya Vela
Qotrun Nada. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan
analisis sanad dan matan hadis, serta memanfaatkan teori ma ‘ani al-hadis
Yusuf al-Qardhawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah
“cyberbullying” tidak ditemukan secara spesifik dalam hadis, namun
larangan-larangan yang terkandung dalam hadis seperti larangan berkata
kotor, menggunjing, dan mencela orang lain memiliki relevansi kuat dengan
praktik cyberbullying di era digital. Dengan pendekatan ma‘ani al-hadis,
penulis berusaha menafsirkan makna hadis secara sesuai dengan konteks
sehingga dapat diaplikasikan pada realitas kekinian, khususnya dalam
fenomena perundungan di media sosial.'

Khinanti Cahya Lintang membuat Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum
Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi”
Penelitian ini merupakan salah satu kajian penting terkait kejahatan dunia
maya. Penelitian ini menggunakan metode [library research dengan
pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian data
pribadi merupakan bentuk cyber crime yang dilakukan dengan memanfaatkan
jaringan internet dan perangkat komputer untuk mendapatkan informasi
pribadi secara ilegal. Dalam perspektif hukum positif, pelaku tindak pidana
ini dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau denda

maksimal Rp700 juta. Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif hukum

1 Vela Qotrun Nada, Cyberbullying dalam Perspektif Hadis (Jakarta: 2021).
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pidana Islam, pencurian data pribadi tidak memenuhi unsur pencurian dalam
arti syar’i (sarigah), karena tidak menyangkut pengambilan harta berwujud
yang bernilai mal. Oleh sebab itu, kejahatan ini termasuk kategori jarimah
ta’zir, yaitu pelanggaran yang sanksinya diserahkan kepada penguasa atau
hakim sesuai dengan tingkat kemaslahatan dan dampak yang ditimbulkan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sultan Hajji yang berjudul “Hacker dalam perspektif
al-qur’an”. Karya ini merupakan salah satu kajian kontemporer yang berusaha
mengaitkan fenomena teknologi informasi dengan kajian tafsir Al-Qur’an.
Penelitian ini menggunakan metode [library research dan tafsir tematik
(maudhu i), dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan untuk
memahami fenomena hacker di era digital. Menurut hasil analisisnya, Al-
Qur’an memberikan landasan moral yang menegaskan bahwa perbuatan
merusak, menipu, atau merugikan orang lain sebagaimana yang dilakukan
black hat hacker termasuk kategori tindakan kriminal yang melanggar syariat
maupun hukum negara. Sebaliknya, aktivitas white hat hacker dapat
dipandang sebagai upaya positif jika diniatkan untuk menjaga keamanan dan
kemaslahatan bersama.?!

4. Skripsi karya Aprillia Sadar yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Cyber
Crime Terhadap Pelaku Kejahatan Informasi Data Pribadi” merupakan kajian
penting yang mengangkat isu kejahatan siber, khususnya dalam bentuk
pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual untuk menelaah regulasi hukum positif serta pandangan hukum
terhadap fenomena cyber crime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak
pidana pencemaran nama baik di media sosial merupakan bagian dari cyber
crime. Tindakan ini termasuk pelanggaran terhadap kehormatan dan reputasi

seseorang melalui media digital, sehingga dapat dikenai sanksi pidana.??

20 Khinanti Cahya Lintang, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk
Pencurian Data Pribadi (Surabaya: 2021).

2! Sultan Hajji, Hacker dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: 2023).

22 Aprillia Sadar, Analisis Tindak Pidana Cyber Crime Terhadap Pelaku Kejahatan Informasi Data
Pribadi (Makassar: 2023).
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5. Tesis karya Nur Rohim Ibnu Sidiq yang berjudul “Kontekstualisasi Hadis
Tentang Perlindungan Data Pribadi Dari Ancaman Kejahatan Siber di Era
Digital” merupakan kajian interdisipliner yang memadukan antara studi hadis
dan isu-isu kontemporer mengenai keamanan digital. Dalam penelitiannya,
Sidiq berupaya menafsirkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang
berkaitan dengan prinsip amanah, tanggung jawab, dan penjagaan rahasia
sebagai dasar etika dalam melindungi data pribadi di era teknologi modern.
Pendekatan yang digunakan adalah ma‘ani al-hadi$ yang dikembangkan oleh
Yusuf al-Qaradawi, Penelitian ini menyimpulkan bahwa ajaran Islam melalui
hadis memiliki relevansi kuat dalam membangun kesadaran etis terhadap
perlindungan data pribadi. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dapat
dijadikan panduan moral bagi masyarakat digital dalam mencegah
penyalahgunaan informasi pribadi serta membantu pembuat kebijakan dalam
merumuskan regulasi yang berkeadilan dan beretika.?’

6. Jurnal dengan judul “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif
Hukum Islam” ditulis oleh Suharyadi, Said sampara dan Kamri Ahmad.
Kajian ini menyoroti bahwa kemajuan teknologi, meskipun membawa
dampak positif bagi kemanusiaan, juga membuka peluang besar bagi
munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang menyerang kepentingan
hukum individu, masyarakat, dan negara. Dalam penelitian ini, cyber crime
dianalisis melalui pendekatan fenomenologis untuk memahami bentuk,
karakteristik, dan modus kejahatan digital dalam kaitannya dengan hukum
pidana Islam (figh jinayah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
perspektif hukum Islam, cyber crime termasuk dalam kategori jarimah ta zir,
yakni perbuatan tercela yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-
Qur’an dan hadis, namun tetap dikenai hukuman karena mengandung unsur

mudarat terhadap orang lain atau masyarakat. Bentuk sanksinya dapat berupa

2 Nur Rohim Ibnu Sidiq, Kontekstualisasi Hadis Tentang Perlindungan Data Pribadi Dari
Ancaman Kejahatan Siber di Era Digital (Yogyakarta: 2025).
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hukuman penjara, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati, tergantung
pada tingkat kerugian dan dampak yang ditimbulkan.?*

7. Jurnal dengan judul “Kajian kritis terhadap kejahatan media sosial perspektif
al-qur’an” ditulis oleh Sri Tuti Rahmawati. Kajian ini dilakukan dengan
metode penelitian kepustakaan (/ibrary research) dan pendekatan kualitatif
deskriptif, yang berfokus pada analisis ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan
dengan konsep kejahatan dan upaya pencegahan terhadap penyimpangan
dalam penggunaan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media
sosial memiliki dua sisi: sebagai sarana komunikasi yang bermanfaat, namun
juga dapat menjadi sumber kejahatan seperti cyberbullying, penyebaran hoax,
ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penipuan daring. Dalam
perspektif Al-Qur’an, tindakan-tindakan tersebut tergolong ke dalam perilaku
fasad (kerusakan di muka bumi) dan zulm (kezaliman), yang secara moral dan
spiritual dilarang karena mengancam tatanan sosial dan nilai kemaslahatan
manusia.?

Kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya umumnya mengkaji
kejahatan siber dari sisi hukum yang ada, hukum pidana dalam Islam, atau
etika di dunia digital, serta ada yang meneliti aspek tertentu seperti
perundungan siber atau pencurian informasi pribadi. Beberapa studi lainnya
mengulas ayat-ayat dalam Al-Qur’an atau menganalisis hadis dengan cara
tematik tanpa fokus pada penafsiran ma‘ant al-hadis. Di sisi lain, penelitian
ini mengusung pendekatan yang berbeda dengan secara khusus menyelidiki
tiga hadis yang berhubungan dengan tajassus, zalim, dan pelanggaran
kehormatan, serta menggunakan metode Ma‘ani al-Hadis ala Yusuf al-
Qaradawi untuk memahami bagaimana isi hadis tersebut relevan dengan
fenomena kejahatan siber yang terjadi saat ini. Dengan cara ini, studi ini

memberikan kontribusi baru yang mengintegrasikan ilmu hadis, pendekatan

24 Surhayadi, Said Sampara dan Kamri Ahmad, Op. Cit.
25 Sri Tuti Rahmawati, Kajian kritis terhadap kejahatan media sosial perspektif al-qur 'an, Jurnal
Statement: Media Informasi Sosial dan Pendidikan vol. 12, no. 1, 2022
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ma‘ani al-hadi$, dan fenomena kejahatan digital yang belum pernah dikaji

secara mendalam sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1.

Teori Ma‘ant al-Hadis

Istilah "/lm Ma'ani al-Hadis tersusun dari tiga kata kunci: 'ilm, ma'ani,
dan al-hadrs. Secara etimologis, kata 'i/m (eie) berasal dari akar kata 'ain, lam,
dan mim yang mengandung makna dasar memberikan ciri atau tanda khusus
pada suatu hal sehingga dapat dibedakan dari yang lain. Dari makna dasar ini,
berkembanglah beberapa pengertian turunan, seperti memahami, mengakui,
membenarkan, atau mengetahui hakikat suatu entitas. Dengan demikian, ilm
dalam konteks ini lebih tepat dimaknai sebagai pengetahuan (al-ma'rifah),
yang merujuk pada pemahaman umum, dan bukan dalam pengertian "ilmu
pengetahuan" yang khusus membahas bidang-bidang kealaman.?°

Ilmu Ma‘an1 al-Hadi§ merupakan sebuah disiplin ilmu yang
membahas cara memahami makna-makna yang terkandung dalam sejumlah
matan hadis. Melalui ilmu ini, dapat dibedakan antara hadis yang dapat
diamalkan dan hadis yang tidak dapat dijadikan pedoman amal. Para ulama,
baik dari generasi awal maupun generasi berikutnya, telah berkontribusi
melalui pemikiran dan gagasan mereka. Gagasan-gagasan ini kemudian
dituangkan dalam berbagai kitab syarah maupun kitab fikih. Upaya ini
bertujuan untuk memberikan solusi terhadap hadis-hadis yang sulit dipahami,
sehingga maknanya menjadi jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam
beramal.?’

Teori ma ‘ant al-hadis tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemikiran,
tetapi juga sebagai sarana untuk menganalisis dan memahami makna hadis
dalam konteks yang ada. Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa memahami
hadis tidak bisa hanya dilakukan dengan melihat teksnya saja, tetapi juga

harus memperhatikan konteks sejarah, sosial, dan tujuan dari hadis itu agar

26 Arifuddin Ahmad. Metodologi Pemahaman Hadis, Kajian llmu Ma’ani al-Hadis. Cet. II. Makasar
2012, hal. 4
27 Endad Musaddad Ilmu Ma’anil Hadis, Media Madani. Cet I. (Banten: 2021) hal. 6
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tetap relevan dengan perubahan zaman. Dengan pendekatan ini, hadis dapat
dimengerti secara menyeluruh sehingga dapat memberikan solusi untuk
masalah-masalah yang muncul di era modern.?®
2. Teori Kesahihan Hadis

Al-Hakim menerapkan suatu metodologi yang berlandaskan pada
penalaran ijtihad murni dalam menilai kesahihan sebuah hadis. Meskipun
prinsip dasarnya bukanlah hal yang baru mengingat para ulama terdahulu
seperti al-Ramahurmuzi juga telah menggunakannya, al-Hakim memberikan
kontribusi dengan merumuskan kerangka ijtihadnya secara lebih sistematis.
Kerangka ini ia bagi menjadi empat perspektif analisis, yaitu: (1) perspektif
kriteria kesahihan hadis; (2) perspektif klasifikasi hadis; (3) perspektif status
sanad dan matan; serta (4) perspektif standar yang digunakan untuk

menetapkan kesahihan hadis.?
Dilihat dari kriteria kesahihan hadis

Al-Hakim mengembangkan empat kriteria utama untuk menilai
kesahihan hadis yang menekankan pada kualitas periwayat (tsigah) yang
mencakup integritas moral (adalah) dan kapasitas hafalan (dhabit).
Metodologinya memiliki karakteristik khusus dengan mengadopsi standar
periwayat yang digunakan al-Bukhari dan Muslim (rijal al-syaikhani),
mempertimbangkan kriteria ahli fikih (fugaha'), serta menerima tambahan
periwayatan dari perawi terpercaya (zivadah al-tsigah). Pendekatan ini
menunjukkan sintesis unik antara disiplin ilmu hadis dan fikih, meskipun

beberapa aspeknya menuai perdebatan di kalangan ulama.*

28 Hablun Ilhami, Metode Pemahaman Hadis Ala Yusuf Al-Qardhawi. awig awig, vol. 3 no. 1, 2023,
hal 105-112

2 Eko Zulfikar, Metode Menentukan Kesahihan Hadis: Teori dan Aplikasi Al-Hakim dalam Kitab
Al-Mustadrak ‘Ala Shahihain, Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah Vol. 2 No. 2,
2020, hal. 255

30 Ibid., hal. 255-256
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Dilihat dari klasifikasi hadis

Al-Hakim membagi hadis secara umum menjadi dua kategori, yaitu
sahith dan dha'if, tanpa memasukkan hadis hasan sebagai klasifikasi
tersendiri. Pemahamannya tentang kedua istilah ini memiliki kekhasan
tersendiri. la membedakan hadis shahih ke dalam dua tingkat: yang telah
disepakati kesahihannya dan yang masih diperselisihkan. Kategori yang
terakhir inilah yang oleh banyak ulama lain biasanya disebut sebagai hadis
hasan, namun oleh Al-Hakim justru dimasukkan ke dalam kelompok sahih,
atau secara spesifik ia sebut sebagai sahih al-isnad. Di sisi lain, Al-Hakim
juga menunjukkan kelonggaran tertentu dalam menangani hadis dha'if, di
mana ia memperbolehkan penggunaan sebagian hadis yang oleh ulama lain
dikategorikan sebagai palsu (maudhu'), asalkan hadis tersebut tidak

bertentangan dengan prinsip dasar syariat.!

Dilihat dari pendekatan status sanad dan matan

Al-Hakim membangun metodologi penilaian hadis yang integratif
dengan mempertimbangkan aspek sanad dan matan secara seimbang. Dalam
mengevaluasi sanad, ia tidak hanya membuat klasifikasi detail mengenai
rantai periwayat terkuat (ashah/al-asanid) dan terlemah (auha' al-asanid)
dari berbagai jalur, tetapi juga menganalisis ketinggian sanad (‘a/i dan nazil)
dengan menekankan otoritas perawi sebagai faktor penentu kualitas, bukan
sekadar panjang-pendeknya rantai. Yang membedakan pendekatannya adalah
penegasan bahwa kesahihan hadis juga sangat bergantung pada pemahaman
mendalam terhadap matan, di mana kompetensi kognitif dan hafalan para

perawi menjadi jaminan keotentikan teks.*
Dilihat dari standar penentuan kesahihan hadis

Al-Hakim menerapkan standar ganda dalam menilai kesahihan

sebuah hadis. Ia bersikap ketat (tasyaddud) ketika menilai hadis-hadis yang

31 Ibid., hal 256-257
32 Ibid., hal. 257-259
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berkaitan dengan akidah dan hukum syariat, seperti halal-haram, muamalah,

dan pernikahan. Sebaliknya, ia cenderung longgar (tasahul) dalam menilai

hadis-hadis yang membahas keutamaan amal (fada'il al-a'mal) serta sejarah

Rasulullah dan para sahabat.>

3. Teori Etika Islam

Secara etimologis, istilah etika memiliki akar kata dari bahasa Arab

"khulg" yang merujuk pada konsep penciptaan (al-Khalig) dan yang
diciptakan (makhliig). Dalam khazanah bahasa Arab, bentuk jamak "akhlaq"
berasal dari kata dasar "khulug" yang mencakup spektrum makna yang luas,
meliputi: sajiyyah (watak dasar), mur'iyah (budi pekerti), thab'in (karakter
bawaan), dan adab (tata krama). Paralel dengan ini, terminologi etika dalam
bahasa Yunani "ethos" mengacu pada tradisi dan kebiasaan yang berlaku
dalam suatu masyarakat.>*

Etika berfungsi sebagai menilai tindakan manusia dalam cakupan baik
dan buruk. Pentingnya kajian etika terletak pada kemampuannya memberikan
pedoman dalam menghadapi dilema moral, membedakan perilaku yang
diperbolehkan dari yang terlarang, sehingga menciptakan tatanan kehidupan
yang harmonis. Sebagai makhluk sosial, manusia secara alamiah akan
menghadapi penilaian komunitas terhadap perilakunya, di mana standar etis

dapat bervariasi antar masyarakat sesuai dengan sistem nilai yang dianut.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis
penelitian dengan yang menghasilkan beberapa penemuan tanpa dihasilkan
tanpa perhitungan statistik dengan metodologi penelitian kepustakaan

(Library Research), yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai

33 Ibid., hal. 259

34 Sri Wahyuningsih, Konsep Etika Dalam Islam, Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu
Keislaman Vol. 8, 2022, hal. 2

35 Yunita Kurniati, Karakteristik Etika Islam dan Barat, Indonesian Journal of Islamic Theology and
Philosophy Volume 2. No. 1, 2020, hal. 42

17



sumber, termasuk buku, jurnal, tesis, dan literatur lain yang relevan dengan
topik yang diteliti.
2. Sumber Data Penelitian
Penelitian ini berasal dari dua kategori, yaitu data primer dan sekunder:
a. Data Primer
Sumber data ini berasal dari Sunan Tirmidzi dan Musnad ahmad,
Mu’jam Mufahras Li Alfaz al-Hadith dan teks-teks hadis penting lainnya
merupakan sumber informasi utama, seperti: Jami' al-Kutub al-Tis'ah dan
syarah hadis.
b. Data Sekunder
Sumber data ini memanfaatkan berbagai karya ilmiah yang relevan
dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis, termasuk buku,
jurnal, tesis, dan literatur lainnya yang memuat informasi mengenai topik
yang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti ini menggunakan proses takhrij hadis sebagai teknik
pengumpulan data, yang dibantu software Maktabah syamilah, Jami' al-
Kutub al-Tis'ah, Lidwa Pustaka untuk memudahkan pencarian dan analisis
kitab-kitab hadis primer karya para ulama. Guna meneliti sanad, perawi,
Jjarh wa ta'dil, matn, dan syarh hadis.
4. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menerapkan analisis data menggunakan metode
tematik dalam mengkaji hadis. Proses ini dimulai dengan menentukan tema
utama yang akan diteliti, dilanjutkan dengan pengumpulan hadis-hadis
terkait melalui takhrij hadis, baik dari segi redaksi maupun makna.
kemudian untuk memahami hadisnya yaitu dengan menggunakan metode
ma ‘ani al-hadis. Dan langkah terakhir adalah menyimpulkan bagaimana

hasil penelitian tersebut.
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H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian ini mencakup beberapa bab dan subbab
yang terstruktur dan sesuai dengan bidang yang akan dibahas supaya
memudahkan para pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini. Berikut rincian
bab-nya:

Bab pertama, berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan
penelitian, Manfaat penelitian, Kajian pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian
serta Sistematika penulisan.

Bab kedua, akan membahas mengenai fenomena cybercrime, pengertian
cybercrime, macam-macam cybercrime, Faktor-faktor penyebab cybercrime,
dampak cybercrime, cybercrime dalam perspektif islam, serta hadis-hadis yang
berkaitan dengan cybercrime.

Bab ketiga, berisi Takhrij Hadis, pada bab ini menjelaskan tentang
bagaimana keadaan sanad dan matan hadis tentang cybercrime.

Bab keempat, Analisis pemahaman makna hadis yang berkaitan tentang
cybercrime, pandangan ulama tentang cybercrime, serta upaya mencegah
terjadinya tindakan cybercrime.

Bab kelima, yaitu berisi penutup yang berupa kesimpulan dan saran.
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